Menimbang :

Mengingat

BUPATI HALMAHERA TIMUR

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

NOMOR 2V TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan

1.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Bupati berwenang menetapkan Rencana
Kerja  Pemerintah Daerah sebagai pedoman
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022 untuk priode 1 (satu)
tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, maka Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);



2 Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perenczimaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Und@g—Undmg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 N
Lembaran Negara Republik Indones&r%%r78;8’ Tambahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

10.

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

’

tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur

2. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.



5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera
Timur.

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah yang selanjutnya disingkat BP4D adalah perangkat daerah
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan di Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) Tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untukperiode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.

BAB II
RKPD DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

1. RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-
2025.



a. BABI PENDAHULUAN
b. BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BABIIl : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
d. BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BABVI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

g BABVII : PENUTUP

(3) Sistematika penyusunan RKPD tahun 2022 sebagaimana dimakeud
pada ayat (2), diuraikan lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD tahun 2022 secara rinci tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten
Halmahera Timur, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

Pasal 6

RKPD Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam penyusunan KUA, PPAS, dan Rencana APBD.

Pasal 7

RKPD Tahun 2022 merupakan Rencana Strategis Tahunan Daerah dan
sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2022.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
Pada tanggal | Okkober 2021

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB
Diundangkan di Maba

pada tanggal | Okigber 2021
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